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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Gugat Cerai Karena 

Pendengaran Suami Terganggu (Studi atas Putusan Pengadilan Agama 

Bojonegoro Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn)” Penelitian ini bertujuan untuk 

menjawab rumusan masalah : Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam 

memutuskan perkara perceraian karena pendengaran suami terganggu? Dan 

Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim tentang 

perceraian karena pendengaran suami terganggu? 

Data penelitian ini di himpun dengan menggunakan teknik pengumpulan 

dokumentasi dan interview atau wawancara, selanjutnya data yang sudah 

terkumpul dianalisis  dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan 

pola pikir deduktif  yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa 

adanya kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum Islam. Sedangkan pola 

pikir deduktif  adalah pola pikir yang berangkat dari variable yang bersifat 

umum, dalam hal ini teori hukum Islam, kemudian diaplikasikan ke dalam 

variable yang bersifat khusus dalam hal ini dasar pertimbangan hukum hakim 

Pengadilan Agama Bojonegoro. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar hakim 

dalam memutuskan perceraian dengan alasan cerai gugat karena pendengaran 

suami terganggu adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Antara 

suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Pendengaran terganggu di 

dalam Undang-undang tidak disebutkan sebagai alasan yang sah untuk 

mengajukan gugat cerai, tetapi pendengaran terganggu telah menjadi sebab 

perselisihan, oleh sebab itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut.  

Saran yang sejalan dengan kesimpulan di atas, untuk lebih baiknya 

putusan Hakim sesuai dengan Undang-undang, maka disarankan dalam posita 

gugat cerai seharusnya menggunakan alasan yang dibenarkan oleh Undang-

undang dan bukan sebab terjadinya alasan. 

 


